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BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN

Menimbang : a.
b.
Mengingat  : 1.
2.
S.
4.
B:
6.

KABUPATEN SINTANG TAHUN 201g
DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras Untuk‘
Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2015, maka Bupat.
sesuai kewenangannya menyusun Petunjuk Teknis Program
Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan pefaturan Bupatu
Sintang tentang Petunjuk Teknis Program Befas Untuk Rumah
Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tah%n 2015;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tent2ng
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Noor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No™or 352  sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik [ndonesia TahYn
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubijik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2003
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintaham Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 196
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomo® 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negala Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lemb :
g an N
Indonesia Nomor 5598); aran Negara Republik

7.Peraturan ...
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10.

1.

12.

13.
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Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4254);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian
Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Sintang Tahun 2013 Nomor S, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUpATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM

BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2015

B ARB1
KETENTUAN UMUM
DEFINISI
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah...
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2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat _Daerah
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sintang.

3. Bupati adalah Bupati Sintang.

4. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat (BAST)
adalah PRerm intaan Beras Raskin berdasarkan Surat
Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat (SPA) daril
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani
Satker Raskin Pelaksana Distribusi.

5 Daftar penerima Manfaat Satu yang selanjutny a disingkat
(DPM-1) adalah Model Daftar Penerima M anfaat di
desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran dataRum ah
Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat
(RTS-PM) yang bersumper dari Basis Data Terpadu untuk
Program Raskin 2015 melalui mekanisme Musyawarah Desa
{(Mudes)Musyawarah Kelurahan (Muskel).

6. Daftar Penerima Manfaat Dua yang selanjutnya di singka t
(DPM-2) adalah Model Daftar Penjualan Raskin di
desa/kelurahan.

7. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat
(FRp) adalah formulir pencatatan RTS-PM pengganti hasil
Perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah
de?_a/ kelurahan/pemerintahan setingkat.

8. Ha ga Tebus Raskin yang selan jutnya disingkat (HTR) di titik
Distribusi (TD) adalah Rp.1.600/kg netto.

9- Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut (POKJA) adalah
Sekelompok masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari
aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk
dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana
Distribusi Raskin.

10. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat (POKMAS)
adalah lembaga inasyarakat dan/atau kelompok masyarakat

di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah
Sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

- 11. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo Badan

Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat (BULOG) d
engan
kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung. ) ®

12. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasi pengadaan

Perum BULOG sesuai dengan inpres Kebij
yang berlaku. P jakan Perberasan

13. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan
d sebut (M_UDES/MUSKEL) adalah
Mysyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan
aparat  desa/kelurahan, Tenaga Kese jahteraan  Sosial
Kecamatan (TKSK) dan perwakilan RTS.pM Raskin dari
setiaP  Satuan Lingkungan Setempat yYang selanjutnya

disingkat (SLS) setingkat Dusun/RW
R R un/ untuk menetapkan

14. Ml}syawarah Kecamatan yang
(MUSCAM)  adalah forum perte
Kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan

aparat terkait lainrya untuk melakukan  koordinasi

penyesuaian pagu dergan tid j
Kecamatan, = =% TsEtal fumia e

yang selanjutnya
forum pertemuan
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15. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat Raskin yang selanjutnya disingkat (RTS-
PM)" gtau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM
Raskin untuk urigkat Provinsi atau Ka bupaten/Kota pada
tahun tertentu.

16. Padat Karya Raskin adalah sistem Penyaluran Raskin
kepads RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan
mgsYarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk
:nehingkatkan produktivitas daerah dengan diberikan
ko.npensast penbayaran harga Tebus Raskin oleh
Pémerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

17. Pelakgana Distribusi gaskin adalah Kelompok Kerja yang
Selanjuinya disingkat (POKJA) di Titik Distribusi atau
Warung Desa atay Keloiwpok Masyarakat yang selanjutnya
disingkat -~ (POKMAS]' yang ditetapkan oleh Kepala
Desa/Lufah,

18, Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan
validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu
oleh Muaes/Muskel untuk menghasilkan RTS-PM Raskin
yang tepat dan dituangkan dalam DPM -1.

lg 'p etunjuk 'P elaksanaan yang sela™jutfya disingkat (JUKLAK)
adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di ting kat
provinsi wyang aisusun sesuai dengan situasi dan ko ndisi
setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Ras kf.

20. E’etuijk Teknis yang selanjutnya disingkat (JUKNIS) adalah
balduan  peluksanaan Program Raskin  dj tingkat
kabu_p‘:iten/kOta yang aisusun sesuai dengan situasi dan
kondisj di kabUpaten/kota sebagai penajaman dari Petun juk
Pelaksanaan dan Pedoman Umum Raskin.

Otk gi?ga}t(ae:n P};rogram Perlindungan Sosial yang selgnjutnya
d g; ("PLS) 2011 adalah Pendataan yang dilakukan
(_)l'eh B'S yang menjaai sumber Basis Data Terpadu yang
dlkelola‘ oleh Tyy Nasional Percepatan Penanggulagll 1;’
_ Kchsk_lflan yang selanjutnya disingkat (TNP2K). £

22. Rumah Tangga
(RI:}‘S-PM) agil a}?a;a;;r;;e}i;::grgz Manfaat Program Ras_kin
] : ! yang berhak menerima
b.eras. dari Prf)gram. Raskin 2015 sesual data
d,terb}tkari dari Basis Data ¢rpadu hasil Pend }t,ang
Program Pe€rundungan g gy, yang selanjutnya di;na:gilr;

?;?Rflg) “te‘%t_;ing d:rildalil:f hFOTUHr Rakapitulasj Pengganti

R ) Al di - laporkan ke S i

:;rft;lggula_ngan Kem_lskman (TNP2K)  sesuaij etkerneta:at
1 yang telah ditetapkan/ disahkan oleh Kemep o

Raskin  yang  djterp; ;
sabupaten, Kotg, itkan Pemerintah Daerah
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23. Satker Raskin adalah Satuan Kerja Pelaks ana Distribusi Raskin yang

24,

25.

26.

27.

28.

28,

30.

31.

Kecamatan seb agai teMpat
BOLOG.  ° RS PRiprElien

dibentuk dap, djtctapkan oleh Perum BULO G.

Surat Keteranga, Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat
(SKRTM} 2015 adalah Surat yalg diberikan kepada Run'?ah Tangga
Pengganti hasil Mudes/Muskel Tahun 2014 sebagai penanda
kepesertaan pada Program Raskin.

Surat permintaan Alokasi yang selanjutnya disipgkat (SPA} dibuat
Oleh "Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum
BULOG berdasarkan Alokasi Pagu Raskin.

Surat Perintah Penyerahan Barang yang sclan.jutnya .dnsn'}gkat
(S£¥B)/Deiivery Order (UO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan
oleh’ Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras
Raskin.

Titik Bagj yang selanjutnya disingkat (TB) adalah fasilitas publik d%
desa/Aclyrahgn yang ditetapkan se bagai tempat atau lokasi
penyerghan beras Raskpy dari Pelaksana Distribusi Raskm_k_epada
RUS-£M, terinasuk Warung Desa yang selanjutnya disingkat
{Wardes). Fgs;;tag publik termasu k dan tidak terbatas pada: 'Kantor
Desa/iurah, Koperasi, Korariil, Sk olah dan tempat-tempat lain yang
disepakati olen masyarakat.

14k Distribusi yang selanjutnya (TD) adalah fasilitas publik sebagai
téinPat atfu lokaSi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG
kCPada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi
lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan Perum BULOG.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat
(TKSK) adalah seseorallg yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan
olen, Kejnenterian Sosial dan/atau dinas/instansi Sosial Provins;i,
Dinas/Instans! Sosial Kabupaten/Kota selama Jangka waktu tertentu
untuk  pelaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan
kes€jahteraan gosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan,

‘.11m Koordinast Raskin yang selanjutnya disingkat (TIKOR) adalah
wadah lintas sektor dan lintas  pemangku kepentingan yang
mempunyaj tugas inelakukan koordinasi perencanaan
anggalgn,somahs:am, pelaksanaan penyaluran, monitoring dar;
ev@uasl, inen€rify dap Infnagani pengaduan serta melaporkan
hasilnYa kepada Tim Raskin secarg berjenjang, g

M Kgordinasi Penanggujangan Kemiski j
g;smgkat (TKPK) agalah wadai lintas sekt;aréany?irl}lgtassel:rrrlljumlza
KePentingan dalam Mengioor dinasikan dan mengendalikax? ramg >
Pepangguiangan kemiskinan di daerah (Provinsip .
Kaoupaten/Kota,- TKPK diketuai olen Wakil Kepala Daerah (Wakil

Gabemur Wakii Bupatl/Walikota) dan Sek 3
R t
Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kofa.re aris TRPK adalah Kepala

Warung Desa yang selanjutn ‘i

; I : ya disingkat (Warde
ek0n01"r?1 d; desa/keluranan, baik milik aSyarakatS)kgd:::h' lembaga
Pemeri_tah Desa/KelUrahap yang n e’miliii Sl maupun

PELAKSANAAN ..
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PELAKSANAAN
Pasal 2

(1) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten .Sintang Tahun 2015 r;ldear;gljsciz
kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan % Gt
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 201 gn i
Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 dan Keputusan Gu it
Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pelunjuk pelaksanaan
(JUKLAK) Program Beras Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin (]UKNIQ)
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 serta Petunjuk Teknis (. Bl
Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sintang ‘Tahu
2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupatl ini.

(2) Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 di KecamataHQSgisKa;)l::Si'tZT(
Sintang mengacu kepada Pedoman Umum Raskin Tahun 2 U5, Sl Kle)
Pelaksanaan (Juklak) Beras Raskin Untuk Rumah Ta}ngga Miskin ( Sk
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, Petunjuk Teknis (JUKNIS)
Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sintang t’I‘ahun
2015 serta Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Raskin Kecamatan se
Kabupaten Sintang yang ditetapkan dengan Peraturan Camat.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal3

(1} Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman
dalam mewujudkan kesatuan pemahaman tentang pelaksanaan program
raskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
pelaksanaan program raskin dapat diselenggarakan dengan efektif, efisien,
transparan dan akuntabel,

{2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis
program beras di Kabupaten Sintang bagi masyarakat berpendapatan
rendah /miskin atau Raskin yang bertujuan untuk mengurangi beban
Pengeludran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian
kebutuhan pangan beras.

BAB III
RUANG LINGKUP/ SISTEMATIKA
Pasal 4

Ruang hngkup_/sistematika petunjuk pelaksanaan penyaluran beras
bersubsidi bagi masyarakat berpendapat rendah atau raskin meliputi :

a. Pendahuluan
b. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

c. Pengelolaan dan Pengorganisasian
d. Perencanaan dan Penganggaran

e. Mekanisme Pelaksanaan

f pengendalian dan Pelaporan

g Pengaduan

h. Lain - Lain

1. Penutup

Pasal 5...
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Pdsal 5

Rincian ruang lingkup/sistematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 hu‘rup
a sampai iyang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari peraturan ini.
BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Ras!fdn ’I‘ahu.n
2015, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Raskin Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BABV
PENUTUP

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mulai

dilaksanakan pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal Januari 2015

UPATI SI NTANG,H

¥ .

‘/MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 2



000073

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 2 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 JANUARI 2015
TENTANG :PETUNJUK TEKNIS HROGRAM BERAS UNTUK RUMAH

TANGGA MISKIN KABU FAIEN SINTANG TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUlglA;l TANGGA MISKIN
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komodi_tl
strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Nf?gara Re_pubhk
Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu : Ur}lversal
Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration Food Security and
World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs). Bahkan
dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargeckan pada
Tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan
kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Penduduk Indonesia 95 % masih mengkonsumsi beras sebagai pangan
utama, dengan rata-rata konsumsi befas sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun
(BPS,2011). Rata-rata konsumsi beras dufia saat ini adalah 60
kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun,
Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian
beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas
perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek
kehidupan baik sosial,politik maupun ekonomi.

Peran komoditi makanan tefhadap garis kemiskinan jauh lebih besar
dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti
perumahan,sandang,pendidikan dan kesebatan. Sumbangan makanan
tefhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat 73,52 %. Kondisi
ini tak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50 %.
Konioditi nmiakanan yang berpengaruh besar teThadap nilai garis kemiskinan
antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan
bawang merah.

Tantangan yang dihadap: Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan
kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, yaitu
rata-rata per tahun hanya sekitar 0,37 %, pertumbuhan yang belum optimal
melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat
miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang
terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka
%(emiskl'nan di Indonesia tercatat sebesar 11,37 % atau sebanyak 28,07 juta
JiWa. Selain itu angka pengangguran masih 6,32 % pada bulan Pebruari
2012. Dari Data kemiskinan tersebut Jumlah R

Penerima Manfaat Raskin Kalimantan Barat
Keluarga.

umah Tangga Sasaran
sebanyak 233.922 Kepala

f’rogram...



